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KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM 
PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
 
Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah implementasi tertib 
administrasi kependudukan bidang KTP dan KK oleh Pemerintah Kabupaten Jepara  menurut 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dukungan 
masyarakat terhadap implementasi tertib administrasi kependudukan bidang KTP dan KK di 
Kabupaten Jepara, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi tertib administrasi 
kependudukan bidang KTP dan KK di Kabupaten Jepara dan kebijakan solusinya.  
Pendekatan utama terhadap masalah ini adalah pendekatan pendekatan socio legal 
research, oleh karena itu pengumpulan data  dengan data primer dan data sekunder yang 
dianalisis dengan analisis kualitatif. 
Berdasarkan analisis diketahui bahwa tertib Administrasi Kependudukan Bidang 
KTP dan KK oleh Pemerintah Kabupaten Jepara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diimplementasikan di Kabupaten Jepara 
melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Untuk mewujudkan 
administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk secara tertib, konsisten dan terpercaya di 
fokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan manajemen administrasi penduduk, sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana penunjang serta meningkatkan pelayanan umum akta 
catatan sipil  serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kepemilikan akta catatan sipil.   
Dukungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi 
kependudukan merupakan budaya hukum. Budaya hukum masyarakat dalam tertib 
administrasi kependudukan sebagian besar mendukung, terutama kesadaran terhadap 
kepemilikan dokumen kependudukan, kesadaran pengurusan dokumen kependudukan dan 
kesadaran untuk melaporkan peristiwa penting dan perubahan status kependudukan, serta 
dukungan dari peran aparat dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan. 
Kendala-kendala yang dihadapi masih banyak yang belum diatasi secara maksimal 
mengingat alokasi anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kegiatan 
administrasi kependudukan masih sangat kecil dibandingkan dengan apa yang harus dilayani, 
kendala organisasi yang masih harus menunggu serta kesadaran masyarakat yang masih 
memerlukan sosialisasi dan jemput bola dengan volume kegiatan yang lebih banyak. Upaya 
Pemerintahan Daerah untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tertib administrasi 
kependudukan adalah dengan pengalokasian dana untuk aplikasi sistem adminstrasi 
kependudukan, Penetapan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Admistrasi Kependudukan dan Pelaksanaan penegakan hukum dalam adminstrasi 
















DISTRICT POLICY STUDY juridical JEPARA POPULATION IN THE 
ADMINISTRATION OF CONDUCT 
 
The main problems discussed in this thesis is the implementation of the orderly 
administration of ID cards and residence areas by KK Jepara regency government under Law 
No. 23 of 2006 concerning Population Administration, public support for the implementation 
of the orderly administration of population and households in the ID field of Jepara, and 
constraint-obstacles encountered in the implementation of population administration 
discipline in the field of ID cards and KK Jepara and policy solutions. 
The main approach to this problem is a socio legal research approaches, therefore the 
data collection of primary data and secondary data were analyzed with qualitative analysis. 
Based on the analysis show that the order of the Population Administration Division KTP and 
KK by Jepara regency government under Law Number 23 Year 2006 concerning Population 
Administration has been implemented in the district of Jepara through the Department of 
Population and Civil Registration Jepara. To realize the population administration and 
population mobility in an orderly, consistent and reliable in the focus on improving the 
quality of administrative management population management, human resources, facilities 
and infrastructure and improving public deed records and the civil society to raise awareness 
of civil registration certificates for. 
Community in order to support the implementation of the orderly administration of 
residence is a legal culture. Legal culture of society in the most orderly population 
administration support, especially awareness of the legal documents of ownership, awareness 
and consciousness of the documents population to report important events and changes in 
residence status, as well as the role of authorities in support of the Implementation Rules of 
Civil Affairs. 
Constraints faced by many who have not been resolved to the fullest given the budget 
allocation for the Department of Population and Civil Registration in the administration of 
the population is still very small compared to what it should be served, organizational 
obstacles that will have to wait and awareness that still require socialization and pick ball 
with a volume of more activities. Regional Government efforts to overcome the obstacles in 
the implementation of the orderly administration of residence is with the allocation of funds 
for system administration applications demographic, regional Stipulation No. 2 of 2010 on 
the Implementation of Population administration and implementation of administrative 
enforcement in residence. 
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